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BAB VI 

   PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas 

mengenai mekanisme pengelolaan bantuan sosial dalam penanggulangan 

kemiskinan pada  tahun 2018- 2020 di Kabupaten Belu maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1)    Perencanaan dan  Penganggaran 

Pada tahap Perencanaan dan Pengangggaran yang digunakan dalam 

kebijakan dana belanja bantuan sosial adalah dana yang bersumber dari 

APBD Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Belu memberikan 

anggaran belanja bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan yang 

digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam 

mengurangi kemiskinan yang disalurkan pada tahun 2018-2020 dan yang 

telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan  

melaksanakan penganggaran yang sesuai dengan prosedur yang ada. 

2)  Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pada tahapan pelaksanaan dan Penatahusahaan bantuan sosial yang terjadi 

di Kabupaten Belu telah didasarkan sesuai dengan prosedur pemberian 

bantuan sosial yang ada. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

ini adalah pemberian bantuan sosial khususnya dalam penanggulangan 

kemiskinan tersebut, seperti adanya pendobelan nama misalnya yang 

sudah, meninggal dunia, perangkat Desa, pensiunan PNS, warga yang 
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sudah pindah domisili. Ini terjadi secara nasional diseluruh Indonesia 

khususnya di Belu yaitu karena ada data lama dan data baru tetapi 

digabung menjadi satu dipusat, dan tugas pihak pengelolahanya mengirim 

data sesuai dengan kuota dengan data valid bersumberdari desa dan 

kelurahan. 

            3)   Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial pada tahun 2018-2020 

cukup efektif karena pengguna anggaran telah memberikan 

pertanggungjawaban yang sesuai dan didukung oleh bukti kwitansi yang 

dimasukan dengan lengkap. Hanya masih terdapat keterlambatan dalam 

memasukan laporan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 

4)    Monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi bantuan sosial di Kabupaten Belu tahun 2018-

2020 sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan. 

6.2 Saran  

  Berdasarkan hasil analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk menjaga dan 

meningkatkan pelayanan infrastruktur seperti kelayakan jalan menuju 

desa-desa terpencil sehingga dapat membantu melancarkan proses 

penyaluran bantuan sosial serta dapat mensosialisasikan program bantuan 

sosial.  

2. Bagi Instansi Pengelolaan Bantuan Sosial di  Dinas Sosial Kabupaten Belu 

harus bertindak tegas dalam melakukan pengawasan bantuan sosial 
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sehingga bantuan yang diberikan tersebutbebenar-benar tepat sasaran. 

Pada pihak pengelola bansos harus lebih mensosialisasikan program yang 

ada keseluruh masyarakat, bukan hanya untuk sebagian kecil saja. Selain 

itu harus diberikan panduan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk 

lebih sering mensosialisasikan terkait bantuan sosial, dan Pemerintah Desa 

dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 

3. Bagi penerima bantuan sosial agar lebih memperhatikan penggunaan 

bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan diharapkan dapat 

memperhatikan batas pelaporan penggunaan dana sesuai dengan waktu 

yang telah ditentu.   
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